SALINAN

BUPATI PRINGSEWU

PRCVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR ®»  TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 15 TAHUN
2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

Menimnbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

a. bahwa untuk melakssnakan ketentuan Pasal 285

Peraturan Menteri Datarmn Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
‘rahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penvusunan,
Pengendalian, dan Ewvaluasi Pelaksanaan Rencana
Pemmbangunan Daerah, periu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Rencana Kerra Pembangunan
Daerah Tahun 24017,

h. hahwa  herdasarkan  pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Pringsewu Nomor 15 Tahun 2016 Tenlang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20032 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Repuhlik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembuangunan Nasional (Lembacan Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ientang
Perimbangan Keuangan Antara Pemenntah Pusat dan -
Pemetintahan Daersh (Lembaran Negara Republik.
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negarz Republik Indonegia Nomor 4438|; '




10.

11.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pemhangunan Jangka Panjang Masional Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di  Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4932);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Taonbaehan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 ‘Trhun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indoncsia Tabun 2015 Nomor 58,
TambahanLembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemharan Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Kencana Pelaksanaan Pembangunan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 466.3);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluaai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 4815);




-

12,

13.

14,

15.

16.

17.

18,

19

20.

Peraturan Pemerintah MNomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahepan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelsksansan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesgia Nomor 4817,

Peraturan Pernerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Desa (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberspa kali diubah terakhur
dengan Perarmuran Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
lentang Pelaksanasn Permturan Pemernintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunar,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangnnan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
scbagaimana telah diubah dengen Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 [Berita Negara
Republik Indenesia Tahun 2016 Nomor 541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2034);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Fahun 2015
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (Lembaran Deaerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2012 Nomer 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Pringseww Nomor 16
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daecrah (RPJMD} Kabupaten Pringsewu
Tahun 2011-2016 [Lembaran Daerah Kabupaten
Pringseww Tahun 2012 NHomor 16), scbagaimana tclah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewnu
Nomor 02 Tahun 2014 ([Lembaran Daerah Kahupaten
Pringsewu Tahun 2014 Nomor 029;




s

Menetapkan

2l. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewyu Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewwn (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16};

22. Peraturen Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 19 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belarja Daemh
Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2017 {Lemberan
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomor 19};

23. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Rencana Kera Pembangunan Daerah Kahupaten
Pringsewu Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2016 Nomer 15);

24, Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 49 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 49);

25. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 50 Tahun 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nemor 50);

MEMUTUSKAN:

FERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANC RENCANA KERJA
PEMBANGUINAN DAERAH TAHUN 2017.

Pasal ]

Beberapa Lketentuan dalam Pcraturan Dupati Nomor 15
Tahun 2016 tentang Rencana Ketja Pembangunan Dsaerah
Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten
Fringsewu Tahun 2016 Nornor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi:
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Permerintah Rabupaten
Pringsewu.




(1)

(2)

(3)

2. Organisasi Perangkat Deerah adalah Perangkat Daerah

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang
melaksanakan urusan Femerintah Daerah sesual
dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah

Rencana Herja tahunan dari Organisasi Perangkat
Daerah sebagai penjabaran Rencana Kerja Peranglat
Daerah masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

4. Rencana Kerja Pembangunan Daersh yang selanjuinya

disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2017 Kabupaten Pringsewu.

S. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daersh yang

selanjutnya disingkat Pernbahan RKPD adalah
dokumen perubghan perencanasn deersh untuk
periode 1 (satu) tahun atau disebut dengen Perubahan
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Fasal 2 berbunyi
acbagai berikut:

Pasal 2

Ferubahan RKPD Tahun 2017 ini merupakan Dokumen
Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah
Kabupaten Pringsewu sehbagai penjabaran dari Rencana
Pembangunan .angka Panjang (RPJPD] 2005-2025
Kabupaten Pringsewu, mengingat Rencana Pembangunan
Jengka Menengah Dacrah (RPJMD) periode 2017-2022
belum dinahlan.

Perubahan RKPD ini menjadi landasan penyusunan
Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara untulz menyusun Perubahan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tehun 2017,

Perubahan REKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (})

mengurgikan peruhahan program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan pada Tahun 2017.

Ketentuan Pasal 4 diubsh, sehingga Pasal 4 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 4

Crpanisasi Perangkat Daerah  wajib  melaksanakan
Perubahan REKPD dengan melakukan Ferubahan Rencana
Kerja Organisasi Perangkat Daerah.




4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi
sebagai berikut:

Pasgal 7

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian yeng tidak
terpisahken dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 1I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. :

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupat ini dengan penempatannya
dalarmn Berite Daerah Kabupaten Pringsewu.

Di tetapkan di Pringsew
pada tanggal 25 yuli 2017

BUPATI PRINGSEWU,

dto
SUJADI

Diundangkan di Pringasewu
pada tanggal 55 5315 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto
A.BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KARUPATEN PRINGSEWF TAHUN 2017 NOMDR

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupgten Pringsewu,




BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Femerintah Daerah (RKPD-P) Kabupaten Primgsewu
Tahun 2017 ini merupakan acuan dan pedoman untuk menyusun Perubahan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPED-P)} Tahun 2017 bagi Ovganisasi
Perangkat Daerah (OPD) di linglungan Kabupaten Pringsewu. Namun dalam
penyusunan berbagai dolumen tersebut didshuluii dengan penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran Perdapatzn dan Relanja Daerah Perubahan (KUA-P} Tahun 2017 serta
Priaritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-FP) Tahun 2017,

Pedoman ini disusun agar setiap SKPD dalam mclaksanakan tugas-tugasnya
{pemcerintahan umum, tugos pembangunan, dan tugas pelayanan kepada masyarakat)
secara holostik dan berkelanjutan dengan menjalankan fungsi manajemen yang
terintegratif dan celalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan
yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi

. pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dan lintas daerah, baik antar
Pemerintazh kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat dengan
berpihak kepada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan kepada
prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Selain iy, perencanaan Pembangunan secara hirarki telah ditempuh dengan
berbagai pihak melalui proses komunikasi antar lembaga perencanaan dan pemanghku
kepentingan pembangunan yang dilakukan melafui forum reguler yang telab
terprogram. Penyusunan RKPD-P 2017 pada akhimya mnenjadi uburan kinesja bagi GPD
yang terangkum dalam Rencana Kerja OPD. Hal ini dimaksudkam agar pelaksanaan
pembangunan dapat memenuhi harapan masyarakat dan memberikan penyelesaian
masalah yang mendesak bagi maskara Katpada Lanisypng direncanakan,

BUFATI PRINGSEWU

dto

SUJADI

iFenhhn RKPD Kabupaten Pringsawe Tabun 2017 : ' -1




4. Ketentuan Pasal 7 diubah, schingga Pesal 7 berbunyi
sebagai berilout:

Pasal 7

Perubahan Rencana Kerja Fembangunan Daerah (RKPD)

Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 sehagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupaken begian vyeang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupat ini.

Pagal 1l

Peraturan Bupati ini mulai berflaku pada tanggsl
dinndangican.
Agar schap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundengarn Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pringeew.

[ tetapkan di Pringsewu
pada tanggal 25juli 2017

BUPATI PRINGSEWU,

dto
SUJADI

pada tanggal 25 j11i 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto
A.BUDIMAN FM

BERITA DAERAH KARUPATEN PRINGSEWIT TAHLUN 2017 NOMOR =

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupgten Pringsewu,
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